
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MAROS 

 

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MAROS 

 

NOMOR : 216/PL.02.4- Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020 

TENTANG 
 

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Maros tentang Penetapan 

Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020; 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

S A L I N A N 



2.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  

Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-

Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  

2015  Nomor  23,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6512); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 



Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 
 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 
 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1067); 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAROS TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN 

KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

MAROS TAHUN 2020 

 

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 

untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 

selama 71 (tujuh puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 

26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 

2020; 

 

KEDUA  : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dalam 



melaksanakan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Maros Tahun 2020. 
 

KETIGA   :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

Ditetapkan di Maros 

Pada Tanggal 25 September 2020 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAROS, 

 

                                                                               ttd 

 

     SAMSU RIZAL 

 

 

      


